6.1.

BAB VI
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang sudah dilakukan,
dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa
Maluriwu Kecamatan Palue Kabupaten Sikka, mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggunjawaban sepenuhnya sudah

dikelola secara akuntabel.

1. Tahap perencanaan, dalam proses perencanaan ada musyawarah
rencana penggunaan dana desa, kesulitan dalam mengakses informasi
rencana penggunaan dana desa, adanya laporan mengenai rincian
dana dan kegiatan penggunaan dana desa dan dalam proses
perencanaan penggunaan dana desa tim pelaksanapun turut ikut hadir
dalam musyawarah.

2. Tahap pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan dana desa di desa
Maluriwu sudah dilakukan secara terbuka, informasi mengenai
laporan berkala penggunaan dana desa tersedia tetapi masyarakat
mengalami  kesulitan dalam mengaksesnya, ada partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan dana desa dan adanya keterlibatan tim
pelaksana dalam rapat rencana penggunaan dana desa.

3. Tahap Pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan
dana desa, adanya keterbukaan hasil pelaksanaan dana desa,

tersedianya informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dana
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desa, adanya kesulitan dalam mengakses informasi mengenai laporan
pertanggungjawaban dana desa, keterbukaan informasi mengenai
dokumen hasil pelaksanaan dana desa, adanaya kesulitan dalam
mengakses informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan dana
desa, adanya laporan berkala oleh tim pelaksanaan mengenai
penerimaan dana desa dan realisasi belanja dana desa, serta adanya
laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan
peaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian

hasil akhir pengunaan dana desa.
Saran

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desadi Desa
Maluriwu kecamatan Palue Kabupaten Sikka, pemerintah diharapkan
untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan dana desa

yang akuntabel.
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